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Revisi UU PPP

Dipaksa Sesuai

Target

Pembahasan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang  undangan
terkesan dipaksakan jadi sekadar landasan perbaikan UU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk dapat
memenuhi targel pengesahan
14 April 2022, proses pemba
hasan revisi Undang-Undang
Pembentukan Peraturan  Per-
undang-undangan terkesan di-
paksakan. Hal itu terlihat saat
rapat panitia kerja yang diwar-
nai sejumlah perbedaan pen-
dapat di antara pemerintah dan
juga DPR, Rabu (134/2022) di
gedung DPR, Senayan. Jakarta,

Sekalipun di internal peme-
rintah masih berheda pendapat.
upayvi lobi-lobi setengah kamar
terus didesakkan untuk menge-
jar pengambilan keputusan se-
hingga RUU itu dapat dijad-
walkan masuk dalam rapat pa-
ripurna  penutupan  masa si-
dang, hari ini.

Pemimpin panitia kerja yvang
juga Ketua Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR Supratman Andi Agtas
mengatakan, pihaknya meng-
upayvakan agar RUL itu dapat
disahkan pada Kamis (14/4) ind
dalam rapat paripurna penu-
tupan masa sidang,

Terus dikebut

Hingga semalam, proses
pembahasan RUU PPP terus
dikebut sekalipun beberapa kali
diskors karena di internal pe-
merintah terjadi beda penda-
pat. Perdebatan, di antaranya,
mengenal  siapa  kementerian
yvang berhak mengundangkan
peraturan  perundang-undang-
an. Selain itu, siapa yvang me-
wakili pemerintah dalam peng-
ujian undang-undang di Mah-
kumah Konstitusi (MEK), dan
peraturan di bawah undang-un-

dang di Mahkamah Agung,
Sedikitnya, menurut catatan
Kormpas, empat kali rapat dis-
kors untuk memberikan ke-
sempatan pemerintah memyva-
lidasi sikap mercka, Sebab, an-
tara Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang di-
wakili oleh Direktur Jenderal
Peraturan Perundong-undang-
an Benny Rivanto dan Staf Ahli
Kementerian Koerdinator  bi-
dang Perckonomian Elen Sc-
tiadi kerap berbeda pendapat.
Soal siupa vang mewakili pe-
merintah saat sidang MK dan
MaAL misalnva, Kemenkumham
tak berkeberatan jika tidak Togi
disebut koordinator, melainkan
bekerja menjalankan peran me-
wakili pemerintah dalam peng-
ujian di MK dengan melibatkan
kementerian lain. Namun, ru-
musan itn belum dapat dite-
rirma wakil lainnyva dari Kemen-
ko Perckonomian, yang me-
minta agar disebutkan eksplisit
bersama-sama menteri terkait.
Karena kedua kementerian
tidak sependapat, Supratman
meminta kedua pihuk kemen-
terian berkomunikasi lagi. Ke-
sepakatan kemudian tercapai.
Rumusannya  menyatakan,
penanganan  pengujian terha-
dap undang-undang di MK di-
laksamakan menteri atau kepala
lembaga wang menyelenggara-
kan urusan pemerintah di bi-
dang pembentukan peraturan
perundang-undangan dan me-
libatkan menteri atau lembaga
terk Namun, belum lama
skors dibuka, seteluh perdebat-
an selama lebih dari satu jam

untuk satu daftar inventarisasi
masalah  (DIM).  kebuntuan
kembali terjadi.. Kali ini, in-
ternal pemerintah tak bulat
menyepakati sinpa yang meng-
undangkan peraturan itu.

Di dalam DIM. pemerintah
menginginkan  pengundangan
undang-undang dan peraturan
presiden dilakukan Sekretariat
Megara, Hal itu berheda dengan
praktik selama ini vang me-
nempatkan Kemenkumham se-
bagai kementerian yang meng-
undangkan peraluran.

Seal ini, Dirjen  Peraturan
Perundang-undangan Kemen-
kumham Benny Hiyanto juga
berkeheratan, [a menyehutkan,
pembicaraan terakhir antara
Menteri Hukum dan HAM Ya-
sonna Il Laoly dengan Men-
sesneg Pratikno bersama Pre-
siden Joko Widodo, "Setelah
pertemuan  itu, Pak Menteri
menelepon saya dan telah ada
kesepakatan hahwa itu
{pengundangan) tetap di bawah
Kemenkunmbam,™ katanya,

Namun, pernvataan itu di-
sanggah Staf Ahli Menko Per-
ckonomian  Elen  Setiadi. [a
mengatakan, informasi terakhir
yang diterimanya, pemerintah
tetap pada DIM yvang diajukan
kepada DI'R. Artinya. pemerin-
tah tetap mengusulkan  agar
pengundangan dipindahkan ke-
pada Setneg.

Rapat kembali diskors untuk
mendapatkan  kejelasan  sikap
dari pemerintah mengenai si-
apa yang mengundangkan per-
aturan  perundang-undangan.
Selain itu, pimpinan panja juga

meminta setiap fraksi untuk
mengemukakan  pendapatnya
terkait perbedaan sikapnyva.
Pemerintah akhirnyva sepakat
untuk memindahkan kewenang-
an pengundangan it kepada
Setneg sesuai dengan DIM pe-
merintah, Untuk  undang-un-
dang dan perpres pengundangan
wcla di tungan Setneg, sedangkan
peraturan di bawahnya tetap di
tangan Kemenkumbharm.
Perbedaan  kembali
saat pembahasan DIM  si
yang melakukan harmonisasio
sinkronisasi, dan pembulatan
konsepsi. DPR - mengusulkan
kewenangun itu dijulankan Ke-
menkumham, Sebelumnya, da-
lam DIM. pemerintah meminta
ketentuan itu dihapus. Namun,
Kemenkumham keberatan.

Sekadar perbaikan

Menurut peneliti Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indo-
nesia (PSHE), Fajri Nursyamsi,
apa vany terjudi dalam pem-
bahasan itu menunjukkan be
tapa pembahasan legislasi di-
rasakan  terburu-buru dan
mengindahkan perbedaan pen-
dapat. Kesan pembahasan RUU
PPP ini dipaksakan untuk se-
kadar jadi landasan perbaikan
UL Cipta Kerja pun terasa.

"Scharusnva draf DIM dari
pemerintah dikembalikan un-
tuk disempurnakan, tidak di-
paksakan. Keputusan  terkait
dengan pengundangan sebe-
narnya  DPR tidak  sepakat,
tetapi tiba-tiba disepakati tanpa
ada argumentasi  tambahan,™
katanya. (KFK)
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